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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertanggung jawaban Korporasi dalam tindak 
pidana perbankan dan mengetahui penerapan hukum dalam tindak pidana perbankan pada 
putusan Nomor 404/Pid.B/2011/PN.Mks. 
Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan analisi 
mengenai perkara putusan Nomor 404/Pid.B/2011/PN.Mks serta mengambil salinan putusan 
Nomor 404/Pid.B/2011/PN.Mks yang terkait dengan permasalahan yang sedang Penulis 
teliti sebagai dasar acuan dalam menjawab pertanyaan yang timbul. Penulis juga melakukan 
studi kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah serta mengumpulkan informasi 
dari buku-buku, literatur, undang undang, serta aturan-aturan penunjang lainnya yang 
memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 
Hasil yang Penulis peroleh dari penelitian ini, yaitu: (1) Terhadap tindak pidana 
perbankan dapat diterapkan 2 (dua) undang undang yaitu Undang Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang 
Perbankan harus ditempatkan sebagai prioritas jika merujuk pada asas Kekhususan yang 
Sistematis; (2) Penerapan hukum yang digunakan oleh jaksa penuntut umum terhadap 
tindak pidana pembobolan dana nasabah pada perkara putusan Nomor 
404/Pid.B/2011/PN.Mks adalah Undang Undang Perbankan dan Undang Undang Informasi 
dan Transaksi Elektronik yang dirumuskan dalam dakwaan kombinasi alternatif subsidair. 
Penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh  majelis hakim pada putusan Nomor 
404/Pid.B/2011/PN.Mks didasarkan pada Undang Undang Perbankan dengan menjatuhkan 
sanksi minimal tanpa lebih jauh mempertimbangkan alasan yang dapat memperberat 
hukuman terdakwa. Padahal tindakan terdakwa dapat mengganggu kepercayaan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara hukum sesuai yang diatur di dalam pasal 
1 ayat (3) UUD NRI 1945, “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. 
Implikasi logis dari konstitusionalisasi konsep negara hukum terhadap 
kehidupan bermasyarakat di Indonesia adalah setiap tindakan memiliki 
regulasi hukum yang mengaturnya.Hukum sebagai alat yang berfungsi 
mengatur segala tingkah laku individu di dalam ruang-ruang sosial dalam 
negara Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dapat berperan menciptakan 
ketertiban dunia. Mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerja sama dari 
berbagai pihak yang terlibat dalam ranah hukum, mulai dari akademisi hingga 
praktisi hukum. 
Berangkat dari pemikiran hukum dasar, ada dua spirit utama yang 
terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
Amandemen ke-4.Pertama adalah spirit kedaulatan rakyat, pada Pasal 1 ayat 
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-
4 tercantum bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar.”Tafsiran mengenai pasal ini sering 
disamakan dengan konsep demokrasi.Ide mengenai demokrasi muncul dari 
pandangan yang menilai bahwa rakyat adalah unsur yang membentuk 
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negara melalui sebuah konsensus kolektif, sehingga kedaulatan tertinggi  
berada di tangan rakyat.Kemudian karena rakyatlah yang membentuk 
negara, maka rakyat selalu dipandang rasional dalam menjalankan sebuah 
negara, sebab ide dari rakyat adalah representasi dari kepentingan-
kepentingannya. 
 Hal ini berarti bahwa, dalam konsep demokrasi, pemerintahan suatu 
negara merupakan pemerintahan oleh rakyat.Hanya saja, dalam pengertian 
zaman sekarang, pengertian pemerintah di sini tidak lagi diharuskan bersifat 
langsung melainkan dapat pula bersifat tidak langsung atau perwakilan 
(representative government). Atas dasar prinsip demikian itulah, kekuasaan 
pemerintahan dibagi-bagi dalam beberapa fungsi, yang atas pengaruh 
Montesquieu, terdiri atas fungsi-fungsi legislatif, ekskutif, dan judisial.Dalam 
negara yang menganut kedaulatan rakyat, pembagian tiga fungsi itu tidak 
mengurangi makna bahwa yang sesungguhnya berdaulat adalah 
rakyat.Semua fungsi kekuasaan itu tunduk pada kemauan rakyat yang 
disalurkan melalui institusi yang mewakilinya.1 
 Spirit kedua yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4 adalah spirit negara 
hukum.Terkait hal ini sebuah terminologi menjadi substansi dari spirit negara 
hukum, yaitu “nomokrasi”. Nomokrasi secara etimologi berasal dari kata 
“nomos” yang berarti norma, dan “cratos” atau “kratien” adalah kekuasaan. 
                                                          
1Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 117. 
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Dari hal tersebut dapat ditarik sebuah definisi mengenai nomokrasi, yaitu 
kekuasaan yang diselenggarakan berdasarkan norma atau hukum sebagai 
faktor penentunya.2Konsep ini sering dipertentangkan dengan konsep 
demokrasi yang meletakkan kendali penyelenggaraan kekuasaan yang 
berada di tangan rakyat. Konsep nomokrasi adalah sebuah konsep turunan 
(secondary concept) yang lahir dari konsep demokrasi.Melihat pada rentetan 
lahirnya sebuah negara, rakyatlah yang pertama kali memiliki sebuah 
kedaulatan, setelah rakyat bersepakat untuk membentuk sebuah negara, 
kekuasaan untuk menjalankan negara kemudian diberikan pada pemerintah. 
Dalam menjalankan negara inilah pemerintah menggunakan hukum sebagai 
alatnya. Berbicara masalah alat, tentunya sebuah alat haruslah memiliki 
fungsi, maka fungsi hukum pada dasarnya dapat dibagi menjadi lima: law as 
tool of social control, law as a tool of social engineering, law as a symbol, law 
as a tool of poilitcal legality, and law as a tool of integration mechanism.3 
 Setiap fungsi hukum digunakan secara tepat oleh pemerintah suatu 
negara dalam menjalankan pemerintahannya yang didaulat oleh rakyat. 
Konsep negara hukum kemudian dapat dipandang sebagai pemerintahan 
suatu negara yang mendasarkan segala perbuatannya pada aturan hukum, 
hal ini tentunya merupakan manifestasi dari keinginan rakyat. Rakyat sebagai 
penentu tingkah laku untuk dirinya sendiri, kemudian keinginan tersebut 
                                                          
2Ibid., hlm. 121. 
3Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis, Jakarta: PT Toko Gunung 
Agung tbk, 2002, hlm. 87-104. 
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dinormatifkan dalam peraturan hukum, dan pada akhirnya dijalankan oleh 
para penegak hukum. Logika hukum inilah yang digunakan dalam setiap 
kehidupan bermasyarakat di Indonesia sebagai negara hukum. 
Salah satu hukum yang manjadi alat dalam mengatur tinkah laku 
individu adalah hukum pidana. Hukum pidana menurut Moeljatno adalah 
bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang 
mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 
1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 
tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut; 
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan; 
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut.4 
Luasnya cakupan tindak pidana termasuk pula dalam hal sudut 
pandang badan usaha yang bersifat keperdataan. Badan usaha sendiri 
dalam hukum perdata dibagi menjadi dua bentuk, yaitu badan usaha 
berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum. Dalam sudut 
pandang hukum pidana, badan usaha dapat dibahas melalui kajian tindak 
                                                          
4 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 22. 
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pidana korporasi. Di sisi lain perkembangan zaman dan teknologi di dunia ini, 
tidak diragukan lagi telah membawa dampak yang sangat berarti terhadap 
perkembangan seluruh negara. Tidak terkecuali Indonesia. Perkembangan 
yang terjadi tersebut mencakup di segala bidang kehidupan, termasuk bidang 
perekonomian. Semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentu 
saja akan berbanding lurus dengan semakin cepatnya perputaran uang yang 
terjadi di dalamnya. Dan semakin banyak perputaran uang yang terjadi, hal 
itu akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang 
semakin lama akan semakin meningkat. Dengan demikian, sektor riil akan 
semakin bergerak dan pada akhirnya tujuan pembangunan akan semakin 
cepat tercapai. 
Untuk dapat menjaga agar perputaran uang dapat berjalan 
sebagaimana mestinya, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang mampu 
berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian. Lembaga keuangan 
tersebut adalah bank. Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk 
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 
pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah 
peningkatan rakyat banyak. Dengan berpedoman pada usaha yang dilakukan 
bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada 
masyarakat, sebuah bank dapat mengajak masyarakat untuk turut serta 
berpartisipasi dalam meningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 
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umumnya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri pada 
khususnya.  
Terkait aspek kejahatan, salah satu kejahatan yang berkembang di 
bidang perbankan adalah pembobolan dana nasabah. Tindak pidana ini, 
walaupun telah sering terjadi, tetapi belum mendapat perhatian yang besar 
dari masyarakat. Selama ini masyarakat hanya mengenal tindak pidana 
pencucian uang atau money laundering sebagai tindak pidana di ruang 
lingkup perbankan. Padahal, jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan 
kepada nasabah, tindak pidana penggelapan dana nasabah dapat lebih 
merugikan dibandingkan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana 
pencucian uang menggunakan lembaga perbankan sebagai instrumen untuk 
menyamarkan asal usul dana yang dihasilkan dari tindak pidana. Sedangkan 
pembobolan dana nasabah merugikan masyarakat secara langsung dimana 
dana nasabah yang dititipkan di bank menjadi berkurang dari jumlah 
seharusnya. 
Pada dasarnya tidak terdapat definisi hukum dari tindak pidana 
pembobolan dana nasabah. Hal ini disebabkan oleh tindak pidana di bidang 
perbankan tidak diatur dalam suatu undang-undang layaknya tindak pidana 
khusus di bidang ekonomi lainnya seperti tindak pidana korupsi dan 
pencucian uang. Nomenklatur tindak pidana ini didasarkan pada perbuatan 
kolutif pekerja di bidang perbankan yang menyalahgunakan kewenangannya 
dalam mengelola dana nasabah hingga mengakibatkan kerugian. Selain itu, 
7 
 
adanya kejahatan dalam dunia perbankan juga ikut menyertakan konsep 
pertanggungjawaban korporasi. Sebab bank sendiri merupakan suatu 
korporasi. Berdasarkan hal tersebut penulis kemudian akan membahas salah 
satu kejahatan pembobolan dana nasabah yang telah memperoleh putusan 
dengan kekuatan hukum tetap dalam Putusan No. 404/Pid.B/2011/PN.Mks. 
B. Rumusan Masalah 
 Permasalahan merupakan antara apa yang seharusnya dengan apa 
yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, 
antara harapan dengan capaian atau singkatnya antara das sollen dengan 
das sein.5 Oleh karena itu penulis melakukan pembatasan yang jelas dan 
spesifik dari apa yang ingin dituju nantinya, yaitu: 
1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Tindak Pidana 
Perbankan ? 








                                                          
5 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 103-104. 
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C. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan 
yang kongkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, 
dibandingkan, dan/atau dikorelasikan dalam penelitian tersebut.6 
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis merumuskan tujuan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Penelitian ini bertujuan mengetahui pertanggungjawaban korporasi 
dalam tindak pidana perbankan 
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum Hakim 
dalam Putusan No. 404/Pid.B/2011/PN.Mks. 
D. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum 
khususnya dalam bidang hukum pidana  
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat dan akademisi dalam 
melihat dan memahami tindak pidana perbankan dan pertanggung 
jawaban korporasi. 
3. Untuk menambah wawasan penulisan khususnya pada bagian hukum 
pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi 
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
 
                                                          






A. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, 
warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa 
dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan 
yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, 
direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. 
Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana 
kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. 
Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa : “Secara yuridis formal, 
kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral 
kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan 
melanggar hukum serta undang-undang pidana”.7 Secara sosiologis, 
kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara 
ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, 
melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga 
masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang 
belum tercantum dalam undang-undang pidana)”. 
                                                          
7 J E Sahetapy dan B Mardjonoreksodiputro, Paradoks Dalam Kriminologi, Jakarta: Rajawali, 
2008, hlm. 23. 
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Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu 
pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik 
serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), 
yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai 
suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan 
atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang 
dan waktu.8 
Berdasarkan sudut pandang hukum (a crime from the legal point of 
view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku 
yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan 
sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, 
perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.  
Sutherland berpendapat bahwa Criminal behavior in violation of the 
criminal law. No matter what the degree of immorality, reprehensibility or 
indecency of an act is not crime unless it is prohibitied by the criminal law.9 
Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang 
melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan 
bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam 
perundang-undangan pidana Indonesia. Namun, sesungguhnya perbuatan 
                                                          
8 Ibid., hlm 24. 




melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, 
kesusilaan, dan lain-lainnya. 
Sedangkan dari sudut pandang masyarakat (a crime from the 
sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam 
masyarakat. Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras 
sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut 
pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan 
kejahatan. 
 
B. Pengertian Tindak Pidana dan Korporasi 
1. Pengertian Tindak Pidana  
Pembentukan undang-undang menggunakan istilah “ tindak pidana “ 
untuk  menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “Strafbaar Feit” (Belanda). 
Sedangkan dari tinjauan etimologi, menggunakan istilah “delik” yang berasal 
dari bahasa latin yaitu dari kata “delictum” atau “delicti”. Dalam bahasa 
jerman digunakan istilah “strafbare handlung” sedangkan Inggris dan Amerika 
menggunakan istilah “crime’ dan jika di terjemahkan dalam bahasa Indonesia 
berarti peristiwa atau (perbuatan) yang dapat di pidana. 
Perkataan “feit” itu sendiri dalam bahasa belanda berarti “perbuatan” 
sedang “strafbaar” berarti “dapat di hukum”, hingga secara harfiah perkataan 
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“strafbaar feit” itu dapat di terjemahkan sebagai “perbuatan yang dapat di 
hukum”. 
Oleh karena pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatau 
penjelasan mengenai apa yang sebenarnya di maksud dengan “strafbaar 
feit”, maka timbullah berbagai pendapat apa sebenarnya yang di maksud 
dengan “strafbaar feit” tersebut, sebagai berikut : 
Menurut Hazewinkel Suringa pengertian “strafbaar feit” secara umum 
adalah:10 
 “sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu 
telah di tolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 
sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana 
dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang 
terdapat di dalamnya”. 
Sedangkan menurut Pompe pengertian “strafbaar feit” adalah:11 
 “suatu pelanggaran norma (gangguan tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun tidak di sengaja telah di lakukan oleh 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum”. 
Selanjutnya Simons merumuskan “strafbaar feit” sebagai berikut:12 
 “suatu tindakan melanggar hukum yang telah di lakukan dengan 
sengaja ataupun tidak di sengaja oleh seseorang yang dapat di 
pertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di 
hukum”. 
Alasan dari Simons apa sebabnya “strafbaar feit” itu di rumuskan 
seperti di atas adalah karena : 
                                                          
10Lamintang, P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, bandung: Citra Aditya Bakti, 





a. Untuk adanya suatu “strafbaar feit” itu di isyaratkan bahwa 
harus terdapat suatu tindakan yang di larang ataupun di wajibkan oleh 
Undang-undang, dimana Pelanggaran terhadap larangan atau 
kewajiban semacam itu telah di nyatakan sebagai suatu tindakan yang 
dapat di hukum. 
b. Agar suatu tindakan itu dapat di hukum, maka tindakan 
tersebut harus memenuhi semua unsru dari delik seperti yang di 
rumuskan di dalam undang-undang. 
c. Setiap “strafbaar feit” sebagai pelanggaran terhadap larangan 
atau kewajiban menurut Undang-undang itu, pada hakikatnya 
merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu 
orechtmatige handeling. 
Sedangkan A. Zainal Abidin Farid berpendapat, bahwa istilah yang 
paling tepat yang di gunakan adalah “delik” yang berasal dari bahasa latin 
delictum atau delicti, dengan pertimbangan sebagai berikut:13 
1. Bersifat universal, semua orang didunia ini mengenalnya; 
2. Bersifat ekonomis karena singkat; 
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti istilah “peristiwa pidana”, 
“perbuatan pidana”, ( bukan peristiwa, perbuatan yang di pidana tetapi 
pelakunya); 
                                                          
13Abidin, Andi Zainal, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan 
tentang Delik-delik Khusus).Jakarta: Prapanca, 1987, hlm. 146. 
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4. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik yang diwujudkan 
oleh koorperasi, orang mati, orang yang tidak di kenal, menurut Hukum 
Pidana Ekonomi di Indonesia. 
Lain lagi dengan istilah yang di gunakan oleh Rusli Efendy,  beliau 
berpendapat bahwa istilah peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa  atau 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa saja 
melanggar larangan tersebut untuk ini kita sebut peristiwa pidana.14 
Perbedaan yang ada antara teori dengan hukum positif itu hanyalah 
bersifat semu. Oleh karena yang terpenting bagi teori itu adalah bahwa tidak 
seorangpun dapat di hukum kemudian apabila tindakannya itu memang 
benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah di lakukan berdasarkan 
sesuatu untuk “schuld”, yakni dengan sengaja ataupun tidak di sengaja. 
Sedang hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu “schuld” tanpa 
adanya “wederrechtelijkheid”.Dengan demikian sesuailah sudah apabila 
pendapat menurut teori yang berbunyi “geen straf zonder schuld” atau tidak 
ada sesuatu hukuman yang dapat di jatuhkan terhadap seseorang tanpa 
adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan, yang berlaku bagi teori 
maupun hukum positif. 
Dari uraian di atas dapat di tarik suatu kesimpulan, bahwa untuk 
menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila hanya terdapat 
suatu “strafbaar feit” melainkan juga harus ada suatu “strafbaar person” atau 
                                                          
14Rusli Effendy, Asas-asas Hukum Pidana, Ujungpandang: Leppen Umi, 1986, hlm. 114. 
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seseorang yang dapat di hukum, dimana orang tersebut tidak dapat di hukum 
apabila “strafbaar feit” yang telah dilakukan itu tidak bersifat “wederrechtelijk” 
dan yang telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. 
      2.  Korporasi 
Kata korporasi secara  etimologis dikenal dari beberapa 
bahasa, yaitu Belanda dengan istilah corporatie, Inggris dengan istilah 
corporation, Jerman dengan istilah Korporation, dan bahasa latin 
dengan istilah corporatio Korporasi dilihat dari bentuk hukumnya 
dapat diberi arti sempit maupun arti luas. Menurut arti sempit, 
korporasi adalah badan hukum. Dalam arti luas korporasi dapat 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. 
Dalam artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, 
korporasi merupakan badan hukum yang keberadaan dan 
kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan 
hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya hukum perdatalah yang 
mengakui keberadaan korporasi dan memberikannya hidup untuk 
dapat atau berwenang melakukan figur hukum. Demikian juga halnya 
dengan matinya korporasi itu diakui oleh hukum. 
Keberadaan  suatu  korporasi  sebagai  badan  hukum  tidak  
lahir begitu saja. Artinya korporasi sebagai suatu badan hukum bukan 
ada dengan sendirinya, akan tetapi harus ada yang mendirikan, yaitu 
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pendiri atau pendiri-pendirinya yang diakui menurut hukum perdata 
memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. 
Menurut hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan hukum 
untuk dapat mendirikan korporasi adalah orang (manusia) atau  
natural person dan badan hukum atau legal person. 
Seperti halnya dalam hal berakhirnya suatu korporasi. Suatu 
korporasi hanya dapat dinyatakan berakhir apabila dinyatakan berakhir 
oleh hukum perdata, yaitu tidak ada lagi keberadaan atau 
eksistensinya (berakhir) sehingga karena tidak ada lagi, maka dengan 
demikian korporasi tersebut tidak dapat lagi melakukan perbuatan 
hukum atau dalam istilah hukumnya dikatakan bahwa korporasi 
tersebut mati atau bubar. 
Hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi 
dalam arti luas. Korporasi menurut hukum pidana indonesia tidak sama 
dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Pengertian 
korporasi menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertian 
menurut hukum perdata. Menurut hukum perdata, subjek hukum, yaitu 
yang dapat atau yang berwenang melakukan perbuatan hukum dalam 
bidang hukum perdata, misalnya membuat perjanjian, terdiri atas dua 
jenis, yaitu orang perseorangan (manusia atau natural person) dan 
badan hukum (legal person). 
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Sebagaimana telah dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan pengertian 
korporasi menurut hukum perdata ialah badan hukum (legal person). Namun 
dalam hukum pidana pengertian korporasi tidak hanya mencakup badan 
hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan 
yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai 
korporasi, menurut hukum pidana, firma, perseroan komanditer  atau  CV, 
dan  persekutuan  atau  maatschap  juga  termasuk korporasi.  Selain  itu  
yang  juga  dimaksud  sebagai  korporasi  menurut hukum pidana adalah 
sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan 
perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan perjanjian dalam rangka 
kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk 
dan atas nama kumpulan orang tersebut. 
 
       Beberapa pengertian lain tentang korporasi yang dapat penulis 
kemukakan di sini, “korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan 
manusia yang diberikan hak oleh unit hukum, yang diberikan peribadi hukum 
untuk tujuan tertentu”.Sedangkan menurut Subekti dan Tjitrosudiro 
mengemukakan bahwa, “yang dimaksud dengan korporasi  (corporatie) 
adalah  suatu  perseroan  yang  merupakan  badan hukum yang 
mengemukakan ”korporasi adalah suatu gabungan orang dalam pergaulan 
hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri 
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sebagai suatu personafikasi. Korporasi adalah badan hukum yang 
beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah 
dari hak dan kewajiban anggota masing-masing”
        Sedangkan ”kata korporasi sebutan yang lazim dipergunakan 
dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam 
bidang hukum, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, 
atau dalam bahasa Belanda disebut rechtspersoon, atau dalam bahasa 
Inggris disebut legal entities atau corporation”.  Sehubungan  dengan apa 
yang  dimaksud  dengan korporasi mengemukakan “korporasi adalah suatu 
perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai 
kepentingan adalah orang-orang manusia yang merupakan anggota dari 
korporasi itu, anggota-anggota mana  juga  mempunyai  kekuasaan  dalam  
peraturan  korporasi  berupa rapat  anggota  sebagai  alat  kekuasaan  yang 
tertinggi  dalam  peraturan korporasi”. 
 
     Hukum  memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat 
tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang 
yang merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak 
seperti orang serta dapat dipertanggunggugatkan. Namun demikian, badan 
hukum (korporasi) bertindak harus dengan perantaraan orang biasa. Akan 
tetapi, orang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan 
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atas nama pertangung gugatan korporasi”. mengenai korporasi, 
mengemukakan : “korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan 
yang diciptakan itu terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya dan 
kedalamnya hukum memasukkan unsur “animus” yang membuat badan 
itu mempunyai kepribadian. Oleh karena  badan  hukum itu merupakan 
ciptaan hukum  maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga 
ditentukan oleh hukum”. Sementara itu korporasi dari perspektif hukum 
pidana mengemukakan : “persoalan yang dibahas dalam sudut pandang 
hukum pidana (hukum pidana materiel) lebih pada perbuatan apa saja 
yang dapat digolongkan sebagai perbuatan dapat dihukum dan unsur-unsur 
apa yang harus dipenuhi sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan 
secara pidana serta sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi 
tersebut”. 
Dari beberapa pengertian tentang korporasi tersebut di atas 
dapat disimpulkan betapa luasnya batasan pengertian tentang 
korporasi tersebut, yang mana dapat lebih luas dari sekedar pengertian 
badan hukum itu sendiri. Dalam berbagai peraturan perundang-
undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian 
korporasi itu adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau 
kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 
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C. Tindak Pidana Korporasi  
         Tindak pidana korporasi adalah tindak   pidana  yang organisatoris. 
Begitu luasnya, penyebaran tanggung jawab serta struktur  hirarkis dari 
korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi- kondisi kondusif 
bagi tindak pidana korporasi. Anatomi tindak pidana yang sangat kompleks 
dan penyebaran tanggung jawab yang sangat luas demikian bermuara pada 
motif-motif yang bersifat ekonomis, yaitu tercermin pada tujuan korporasi 
(organizational goal) dan kontradiksi antara tujuan korporasi dengan 
kepentingan berbagai pihak. 
         Konsepsi kejahatan korporasi menurut Mardjono Reksodiputro  
mengemukakan : ”konsepsi kejahatan korporasi hanya ditujukan kepada 
kejahatan yang dilakukan  oleh big business dan jangan dikaitkan dengan 
kejahan oleh small scale business (seperti : penipuan yang dilakukan oleh 
warung atau toko dilingkungan pemukiman kita atau oleh bengkel reparasi 
kendaraan bermotor dan sebagainya)”. Sementara itu menurut Marshall B. 
Clinard dan Petter C Yeager mengemukakan  bahwa  “tindak  pidana  
korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa 
diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, 





Dalam pengertian yang kurang lebih sama juga dikemukakan oleh Box 
sebagai berikut : ”kejahatan korporasi adalah kejahatan, terlepas dari 
apakah yang hanya diancam hukuman di bawah badan administratif, atau 
apakah hanya sekedar melanggar hak-hak sipil. mungkin menjadi 
pertanyaan mengapa banyak kejahatan korporasi ditangani badab-badan 
administratif bukan pengadilan pidana. Tetapi Itu tidak menjastifikasi 
pengecualian tindakan-tindakan korporasi yang diatur oleh badan-badan 
administratif dari kajian kejahatan korporasi”. 
 
D. Perbankan 
 1. Pengertian Perbankan 
         Menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai 
Usaha di bidang keuangan  yang menarik dan mengeluarkan uang 
di masyarakat,terutama  memberikan kredit dan jasadilalulintas 
pembayaran dan peredaran uang”. Menurut UU N0. 10 Tahun 1998 
tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : “bank adalah badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-




Pasal 1 ayat (1) UU N0. 10 Tahun 1998 tentang perubahan 
atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi : 
“Perbankan adalah segala   sesuatu yang   menyangkut tentang   
bank mencakup kelembagaan, kegiata  usaha, serta cara dan proses 
dalam melaksanakan kegiatan”. 
Lembaga keuangan terdiri dari dua jenis yaitu : 
1) Lembaga keuangan bank, adalah  suatu  badan  yang 
melakukan kegiatan dibidang keuangan berupa usaha 
menghimpun dana, memberikan kredit, sebagai perantara 
dalam usaha mendapatkan sumber  pembiayaan,  dan  usaha  
penyertaan  modal,  semuanya dilakukan secara langsung atau 
tidak langsung melalui penghimpunan dana terutama dengan 
jalan mengeluarkan kertas berharga. 
 
2) Lembaga keuangan bukan bank adalah lemabga yang 
bergerak dibidang pasar uang dan modal. Segi usaha pokok 
yang dilakukan yaitu : 
a. Sektor  pembiayaan  pembangunan  berupa  pemberian  





b. Usaha ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
dalam bidang-bidang tertentu seperti memberikan pinjaman 
kepada masyarakat berupa pegadaian. Jenis lembaga 
keuangan bukan bank yaitu : (1) Asuransi, (2) Lembaga 
pembiayaan,(3) Pegadaian, (4) Penyelenggara dana pensiun. 
 
2. Asas, Fungsi, dan Jenis-Jenis  Bank 
              Asas perbankan Indonesia dapat dapat diketahui dalam UU No. 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 2 : “Perbankan Indonesia dalam 
melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 
menggunakan prinsip kehati-hatian”. Demokrasi  ekonomi  yang  dimaksud  
adalah  demokrasi  ekonomi yang berdasarkan UU Dasar 1945. Mengenai 
prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 UU 
Perbankan, tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi kita dapat 
mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya, 
terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan 
usahanya  wajib  menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing 
secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan 
masyarakat. Selain itu bank dalam menjalankan usahanya harus selalu 
mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara 
konsisten dengan didasari oleh itikad baik. 
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         Mengenai fungsi bank, diatur dalam Pasal 3 UU N0. 10 Tahun 1998 
yang berbunyi : “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai 
penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan ini terlihat 
fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana 
(surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan 
dana (lacks of funds). Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan 
membagi bank dalam dua jenis, yaitu : 
1. Bank Umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah 
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. 
2. Bank  Perkereditan  Rakyat,  bank  yang  melaksanakan  
kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan 
prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 
dalam lalu lintas pembayaran. 
Bank umum kepemilikannya mungkin saja dimiliki oleh negara 
(pemerintah daerah), swasta asing, dan koperasi sedangkan BPR 
hanya dimungkinkan dimiliki oleh negara (pemerintah daerah), swasta 





1. Bank milik Negara 
2. Bank milik pemerintah daerah 
3. Bank milik swasta baik dalam negeri maupun luar negeri 
4. Bank koperasi. 
 
E. Tindak Pidana Perbankan 
Pemakaian istilah tindak pidana di bidang perbankan belum ada 
kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan 
perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang Tindak pidana 
perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Badan Pembinaan 
Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman memberikan pengertian 
yang berbeda untuk kedua Tindak pidana perbankan dan tindak pidana di 
bidang perbankan, yaitu:15 
Tindak pidana perbankan adalah: 
1. Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 
Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). 
                                                          
15 BPHN, Departemen Kehakiman, Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan 
Perbankan, Jakarta: BPHN, 1992, hlm. 68. 
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2. Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan 
usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan. 
Tindak pidana di bidang perbankan adalah: 
1. Segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan 
dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai 
sasaran maupun sebagai sarana. 
2) Tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap 
Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak 
pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana lain 
sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan. 
Apabila ditinjau dari kedua pengertian istilah tersebut di atas, maka 
terlihat perbedaan yang cukup mendasar. Secara terminologis, istilah tindak 
pidana pebankan berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak 
pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu 
segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan 
kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap 
perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturanperaturan yang mengatur 
kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun 
peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada 
peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk 
mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut. Artinya tindak 
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pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan 
perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan 
lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam 
Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga 
merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang 
Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi 
berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana 
Pencucian Uang, perbuatan mana berhubungan dengan kegiatan 
menjalankan usaha bank seperti money laundering dan korupsi yang 
melibatkan bank. Sementara itu, Tindak pidana perbankan lebih tertuju 
kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus 
hanya dalam Undang-Undang yang mengatur perbankan. 
Khusus untuk tindak pidana perbankan, Indriyanto Seno Adji melihat 
dalam dua sisi pengertian, yakni sempit dan luas.Dalam pengertian sempit, 
tindak pidana perbankan hanya terbatas kepada perbuatan yang 
dikategorikan sebagai perbuatan pidana menurut Undang-Undang 
Perbankan. Sementara dalam pengertian luas, tindak pidana perbankan tidak 
terbatas hanya kepada yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan, namun 
mencakup pula perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam perbuatan 
pidana yang mengganggu sektor ekonomi secara luas, yang juga meliputi 
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kejahatan pasar modal (capital market crime), kejahatan komputer 
(computercrime), baik dengan itu timbul akibat kerugian pada perusahaan 
swasta, maupun Pemerintah dan BUMN, fiskal dan bea cukai (custom 
crime).16 
Budi Untung mengemukakan bahwa dalam hukum perbankan, 
terdapat beberapa kategori tindak pidana perbankan.74 Pertama, tindak 
pidana yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum (PT, Yayasan, 
atau Koperasi) yang melakukan praktik perbankan tanpa seijin Menteri 
Keuangan. Praktik Perbankan yang dimaksud misalnya menghimpun dana 
dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan 
dan lain-lain (Pasal 46 UU Perbankan). Kedua, perbuatan tindak pidana yang 
dilakukan oleh pegawai bank, komisaris, ataupun direksi yang dengan 
sengaja ataupun lalai membuat laporan kepada Bank Indonesia mengenai 
usahanya maupun neraca untung rugi secara berkala sesuai dengan tata 
cara yang ditentutakn Bank Indonesia (Pasal 48 UU Perbankan). 
Ketiga, perbuatan pidana yang dilakukan oleh komisaris, direksi 
ataupun pegawai bank dengan cara merusak, menghilangkan, mengaburkan, 
memalsukan, mengubah menjadi tidak benar segala sesuatu yang 
menyangkut “segala dokumen perbankan” (Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan). 
                                                          
16 N.H.T. Siahaan, Money Laundering & Kejahatan Perbankan, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jakarta: 
Jala Permata, 2008, hlm. 212. 
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Keempat, tindak pidana yang dilakukan oleh komisaris, direksi atau pegawai 
bank yang menguntungkan diri sendiri atau keluarganya (karena menerima 
komisi/ menerima sogokan) dalam rangka pencairan kredit atau pemberian 
kredit yang melebihi batas, bank garansi dan segala macam yang 
menyengkut transaksi perbankan (Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan).17 
Dalam rangka kesamaan persepsi atas pengertian tindak pidana 
perbankan, Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia 
No.12/35/INTERN tanggal 23 Juli 2010 tentang Pedoman Mekanisme 
Koordinasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan, memberikan 
pengertian tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana yang memenuhi 
unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 
50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 
Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-
Undang Perbankan Syariah). Unsur-unsur tindak pidana meliputi subyek 
(pelaku) dan wujud perbuatannya baik yang bersifat positif yaitu melakukan 
suatu perbuatan, maupun yang bersifat negatif yaitu tidak melakukan suatu 
perbuatan yang wajib dilakukan. 
 
 
                                                          
17 Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000,  hlm. 156. 
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F. PertanggungJawaban Pidana 
Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai 
“toereken-baareid”, “criminal rensposibility”, “criminal liability”. Pertanggung -
jawaban pidana di sini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang 
tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap 
tindakan yang dilakukanya itu. dalam pengertian perbuatan pidana tidak 
termasuk pertanggungjawaban. Orang yang melakukan perbuatan pidana 
dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya 
pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan “tidak ada 
pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si 
pembuat. Seseorang melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan delik, 
dilihat dari segi masyarakat patut dicela.18 Dengan demikian, menurutnya 
seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu pertama 
harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata 
lain, harus ada unsur melawan hukum. Kedua, terhadap pelakunya ada unsur 
kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga 
perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan 
kepadanya. 
                                                          
18 100E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,  
Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm. 245. 
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Unsur melawan hukum merupakan salah satu unsur perbuatan 
pidana. Bilamana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan 
melawan hokum ? Sesorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan 
hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebgaimana 
dirumuskan dalam undang-undang. Sifat melawan hukum menurut para ahli 
hukum pada umumya dibagi menjadi dua macam, yaitu: 
a. Sifat melawan hukum formil; dan 
b. Sifat melawan hukum materiil. 
Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, yang disebut melawan 
hukum adalah apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan semua unsur 
yang terdapat dalam rumusan delik. Jika ada alasan-alasan pembenar, 
alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-
undang. Jadi menurut ajaran sifat melawan hukum formil, melawan hukum 
sama dengan melawan undang-undang atau hukum tertulis. Sedangkan 
menurut ajaran sifat melawan hukum materiil, di samping memenuhi syarat-
syarat formil, yaitu sesuai dengan semua unsur yang tercantum dalam 
rumusan delik dan perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh 
masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Ajaran ini 
mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan 
perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak 
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tertulis. Kedua ajaran ini dapat disimpulkan bahwa, apabila suatu perbuatan 
itu memenuhi rumusan delik, maka perbuatan itu dapat diindikasikan bersifat 
melawan hukum. Namun sifat melawan hukum tersebut dapat pula dihapus 
dengan adanya alasan pembenar. Seperti halnya tidak disengaja 
menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan berusaha melindungi diri. Hal 
ini dapat dijadikan alasan pembenar karena apabila pelaku tidak melindungi 
diri maka pelakulah yang akan kehilangan nyawanya. Tindakan ini dapat 
terjadi apabila pelaku memang dalam posisi melindungi diri dari ancaman 
sesorang sehingga pelaku terpaksa untuk melawan. 
Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan melakukan perbuatan 
yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi 
meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan 
tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana. 
Seseorang baru dikatakan memenuhi syarat untuk dipidana apabila 
mempunyai kesalahan atau bersalah. Asas yang berlaku dalam hal ini adalah 
asas keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau Tiada 
Pidana Tanpa Kesalahan. Asas ini memang tidak tercantum dalam KUHP 
Indonesia, namun berlakunya asas ini adalah berdasarkan tujuan dari 
pemidanaan yaitu untuk keadilan. Untuk itu harus diingat bahwa untuk 
adanya kesalahann dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggungjawaban 
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pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa 
perbuatannya bersifat melawan hukum.  
Selain sifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana juga dapat 
dilihat dari unsur kesengajaan dan karena kealpaan. Apabila dicermati dalam 
rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, terutama buku kedua, tampak 
dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Adapun pasal-
pasal tersebut adalah: 
1. Dengan sengaja. Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi:“barang 
siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena 
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” 
2.Karena kealpaan. Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi:“barang 
siapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain 
mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 
pidana kurungan paling lama 1 tahun.” 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) 
Tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau 
tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh 
undangundang.” Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk 
mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Secara 
teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga corak, 
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yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, 
dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). 
Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak 
bermaksud melanggar larangan yang terdapat dalam undang-undang, tetapi 
ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia dianggal lalai melakukan perbuatan 
tersebut jadi dalam kealpaan terdakwa kurang berhati-hati dalam melakukan 
suatu perbuatan sehingga menimbulkan keadaan yang dilarang. Dalam ilmu 
hukum pidana dapat dilihat bahwa pertumbuhan dari hukum pidana menitik 
beratkan kepada perbuatan orang berserta akibatnya. Apabila perbuatannya 
tersebut mengakibatkan kerugian baik kerugian materiil dan kerugian moril, 
maka orang tersebut dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Untuk adanya 
pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu 
bertanggungjawab.  
Mengenai kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab, menurut 
KUHP diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dalam penjabaran Pasal 44 KUHP tidak 
dijelaskan langsung mengenai kemampuan seseorang untuk dapat 
bertanggungjawab melainkan menjabarkan keadaan bagaimana seseorang 
tidak mampu bertanggungjawab. Adapun bunyi Pasal 44 KUHP adalah 
sebagai berikut:“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya 
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atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana” Moeljatno 
menyebutkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus 
ada:19 
a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik 
dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; 
b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 













                                                          






A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Makassar, di 
Pengadilan Negeri Makassar. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut 
karena relevan dengan rumusan masalah yang penulis angkat dalam 
proposal penelitian ini. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik 
pengumpulan data Studi Pustaka (Library Research). Penelitian ini dilakukan 
dengan telaah pustaka, dengan cara data-data dikumpulkan dengan 
membaca buku-buku, literatur-literatur, ataupun dengan perundang-
undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan penulis 
bahas. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan studi 
kepustakaan adalah : 
1. Pendekatan Undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-
undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 




2. Pendekatan Kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan 
dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan 
dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga 
jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, 
pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.20 
1. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum 
(baik normatif maupun yang sosiologis atau kriminologis), karena 
penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.21 Studi dokumen 
bagi penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji setiap dokumen 
hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, 
buku, dan karya tulis ilmiah. 
2. Pengamatan (Observation) ditinjau dari perspektif sejarah merupakan 
alat pengumpul data yang tertua; pada zaman dahulu misalnya para 
filosof melakukan pengamatan terhadap masyarakat guna 
merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat-
masyarakat tertentu. Hingga saat ini pengamatan masih dianggap 
                                                          
20 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2004, hlm. 67. 
21Ibid., hlm. 68. 
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relevan sebagai alat pengumpul data.22 Pada penelitian ini penulis 
menggunakan metode pengamatan tidak terlibat (nonparticipant 
observation), dalam menggunakan metode ini pengamat tidak menjadi 
anggota dari kelompok yang diamati. Oleh sebab itu, kehadiran 
pengamat di tengah-tengah kelompok yang diamati jangan sampai 
mempengaruhi kelompok tersebut, sehingga data yang diperoleh 
bukan merupakan keadaan yang sesungguhnya.23 Demi menghindari 
hal tersebut, maka peneliti akan memperhatikan dua hal. Pertama, 
peneliti harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keadaan 
sosial budaya dari kelompok yang diamati; kedua, ketika berada di 
tengah-tengah kelompok tersebut, harus dapat menyesuaikan diri 
dengan kondisi kelompok tersebut (hal ini tidak berlaku bagi pengamat 
terhadap pelanggar hukum). 24 
3. Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap 
muka (face-to-face), ketika seseorang (pewawancara) mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-
jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang 
responden.25 Peneliti akan menggunakan teknik wawancara 
                                                          
22Ibid., hlm. 72. 
23Ibid., hlm. 80. 
24Ibid., hlm. 81-82. 
25Ibid., hlm. 82. 
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berencana (standardized interview),26 yaitu suatu wawancara yang 
disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. 
Dari sudut pandang bentuk pertanyaannya, maka wawancara yang 
peneliti lakukan digolongkan sebagai wawancara terbuka (open 
interview),27 yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa 
bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” 
atau “tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa 
ia menjawab “ya” atau “tidak”. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Langkah selanjutnya dalam menganalisis dan menginterpretasikan 
data kualitatif adalah menyajikannya secara deskriptif. Penjelasan secara 
deskriptif adalah menjelaskan data yang diperoleh sebagaimana adanya. 
Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori atau 





                                                          
26Ibid., hlm. 84. 




HASIL PENELITAIN DAN PEMBAHASAN 
A. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perbankan 
 
1. Posisi Kasus 
 
Berdasarkan fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi-
saksi, keterangan  terdakwa, maupun bukti-bukti dapat diketahui 
bahwa Terdakwa Rully, S.E. bin Jufri bersama Rudi Guiwan bin Yusran 
Guiwan (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Lk. Awi (Daftar 
Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada bulan 
Desember 2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. 
Makassar telah melakukan dan turut serta, dengan sengaja mengubah, 
mengaburkan, menyembunyikan, menghapus  atau menghilangkan 
pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam 
dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening 
suatu bank, atau dengan sengaja  mengubah,  mengaburkan,  
menghilangkan,  menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan 
tersebut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai 
berikut: 
Terdakwa Rully, S.E. bin Jufri adalah pegawai pada Bank CIMB 
Niaga Cab. Makassar bagian Costumer Servise, tanpa  
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sepengetahuan nasabah  masuk ke  sistem untuk melihat data 
nasabah dengan menggunakan user id dengan nomor 7633  miliknya 
dan mencatat data- data nasabah yang diinginkan berupa nomor 
rekening, alamat, tempat tanggal lahir, nomor kartu ATM, dan saldo 
nasabah. 
Perbuatan terdakwa terungkap setelah salah satu nasabah 
yakni H. Ibrahim  Bonro,  S.H.,  M.H.  komplain  dananya  berkurang  
dan  setelah dilakukan pengecekan, ternyata pemindahbukuan dana 
rekening H.ibrahim Bonro dilakukan oleh Rudi Guiwan bersama 
terdakwa Rully, S.E yang telah lebih dulu menginformasikan kepada 
Rudi Guiwan nomor pin ATM H.Ibrahim Bonro yang diketahui dari anak 
H.Ibrahim Bonro yaitu Ir.Abd.hafid. 
Nomor pin ATM tersebut diketahui terdakwa setelah Ir. Abd. 
Hafid gagal melakukan transaksi di ATM CIMB Niaga cabang Kakatua, 
sehingga  Rudy Guiwan yang saat itu sedang bertugas sebagai kasir 
langsung membantu. Tanpa sadar Ir. Abd Hafid menyebutkan nomor 
pin dari kartu ATM milik ayahnya yakni 101010 yang kemudian terus 
diingat oleh Rudy Guiwan. 
 Rudy Guiwan lalu memberikan nomor pin ATM nasabah 
tersebut kepada terdakwa Rully S.E. yang bekerja sebagai customer 
service pada Bank CIMB Niaga Kios Bandang . Rudy Guiwan bersama 
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terdakwa Rully lalu melakukan registrasi sebagai pengguna CIMB 
CLIKS melalui situs  www.Cimbcliks.co.id dengan menyewa sebuah 
unit computer pada warung internet. Setelah melakukan registrasi Rully 
lalu menghubungi Rabiah Aladawiyah pada bagian customer service 
dengan mengaku sebagai H. Ibrahim Bonro untuk melakukan 
penggantin nomor telepon seluler milik H. Ibrahim Bonro dari nomor 
08124180014 menjadi nomor 08525145445. Setelah nomor telepon 
seluler berubah maka Rully melakukan pemindahbukuan dana ke 
rekening fiktif penampung yang dibuat oleh saudara Alwi yang berada 
di Jakarta. 
 
Jumlah dana yang berhasil dipindahbukukan oleh Rully, S.E. 
dari rekening atas nama H. Ibrahim Bonro adalah sebesar Rp 
185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan 
rincian sebagai berikut: 
1) Pemindahbukuan ke rekening atas nama Mahmuddin Yasin di 
Bank CIMB Niaga Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-
masing sebesar Rp 10.000.000,00 sebanyak lima kali sehingga  
totalnya  sebesar  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah) 
pada tanggal 02 November 2010; 
2) Pemindahbukuan ke rekening atas nama Mahmuddin Yasin di 
Bank Mandiri sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
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pada tanggal 02 November 2010; 
3) Pemindahbukuan ke rekening atas nama Mahmuddin Yasin di 
bank CIMB Niaga Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-
masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
sebanyak lima kali hingga totalnya sebesar Rp  
50.000.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah) pada tanggal 03 
November 2010; 
4) Pemindahbukuan  ke  rekening  atas  nama  Mahmudddin  
Yasin  di Bank Mandiri sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh 
lima juta rupiah) pada tanggal 03 November 2010. 
 
Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut, Bank CIMB 
Niaga harus mengganti kerugian nasabah sehingga menderita 
kerugian sebesar Rp 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima 
juta rupiah). Selanjutnya setelah Rully S.E. berhasil membobol dan 
memindahkan dana rekening tersebut, kemudian Rully S.E. 
kembali membuka data nasabah sebanyak 125 nasabah oleh Rully 
S.E. didaftarkan ke CIMB CLIKS pada website CIMB NIAGA, 
namun yang berhasil terdaftar hanya 17 nasabah, dari 17 nasabah 
hanya 3 nasabah yang berhasil Rully S.E. ubah nomor 
handphonenya, adapun cara Rully S.E. mengubah no handphone 
saudari Lily Herawaty dan saudari Yoyop Sutarya dengan 
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menghubungi  call centre  setelah tersambung Rully S.E. mengaku 
sebagai Lily Herawaty dan Yoyop Sutarya dan meminta operator 
call centre  CIMB NIAGA 14041 untuk dilakukan perubahan nomor 
telepon dengan alasan yakni selalu dihubungi oleh penawaran 
produk asuransi dan kartu kredit, sedangkan No. Pin ATM Lily 
Herawaty dan Yoyop Sutarya diperoleh dengan mengcak dan 
menduga-duga. 
 Adapun rekening atas nama Lily Herawaty yang dipindahbukukan 
dananya oleh Rully S.E. adlaah sebesar Rp. 200.750.000 sedangkan 
rekening atas nama Yoyop Sutarya sebesar Rp. 86.675.000. bahwa atas 
dana nasabah yang telah dipindahkan oleh Rully S.E. ke rekening fiktif 
tersebut, telah diganti oleh Bank CIMB NIAGA, sehingga bank SIMB NIAGA 












2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
 
Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada 
kasus ini merupakan surat dakwaan kombinasi. Bentuk surat 
dakwaan kombinasi merupakan gabungan antara bentuk surat 
dakwaan kumulatif, alternatif, dan subsidair. Untuk surat dakwaan 
pada kasus ini, kombinasi yang diterapkan antara bentuk alternatif 
dengan subsidair. Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-
004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, surat dakwaan 
kombinasi  ini  timbul  akibat  adanya  perkembangan  variasi  tindak 
pidana atau kriminalitas baik dalam jenis/bentuknya maupun dalam 
modus operandinya. 
Berikut adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap 
 
Terdakwa Rully Jufri S.E bin Jufri: 
 
  1)  Pertama : 
 
Bahwa Terdakwa Rully Jufri S.E bin Jufri bersama Rudy, 
S.E., (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Awi (Daftar Pencarian 
Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada bulan Desember 
2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun  2010, 
bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. Makassar atau 
setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, baik yang menyuruh melakukan 
maupun yang turut serta melakukan, Anggota Dewan Komisaris, 
Direksi, atau Pegawai Bank, dengan sengaja mengubah, 
mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan 
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adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam 
laporan, maupun dokumen atau laporan kegiatan usah, laporan 
transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja 
mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau 
merusak catatan pembukuan tersebut. 
Perbuatan Terdakwa Rully Jufri S.E bin Jufri 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat 
(1) c Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan yang telah  diubah  dengan  Undang  Undang  
Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perubahan  atas  Undang  
Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
2)  Kedua: 
 
             a. Primair 
Bahwa  Terdakwa Rully Jufri S.E bin Jufri bersama 
Rudy, S.E., (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Awi (Daftar 
Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada bulan 
Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada 
tahun 2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. 
Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik yang 
menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan 
sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun 
mengubah, menambah, mengurangi,  melakukan transmisi, 
merusak,menggilangkan,memindahkan, menyembunyikan suatu 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain 




Perbuatan terdakwa Rully Jufri S.E bin Jufri 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat 
(1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
             b. Subsidar 
 
  Bahwa Terdkwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan bersama 
Rully,  S.E.,  (diajukan  dalam  berkas  tersendiri)  dan  Awi   
( Daftar Pencarian Orang) pada  hari  tanggal  tidak diketahui  
pada  bulan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Jalan Kakatua 
Bank CIMB Niaga Cab. Makassar atau setidak-tidaknya pada 
tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, baik yang menyuruh melakukan dan turut serta 
melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum, ddengan cara apapun mengubah, menambah, 
mengurangi,  melakukan transmisi,merusak, menghilangkan, 
memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik 
dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik 
ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektornik serta 
informasi elektronik, dan dokumen elektronik milik pemerintah 
dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada 
lembaga pertahanan bank sentral, perbankan , keuangan, 
lembaga internasional , otoritas penerbangan. 
   
Perbuatan terdakwa Rully Jufri S.E sebagaimana diatur 
dan diancam pidana pada pasal 32 ayat (1) Undang Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik jo. Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 







3)  Ketiga: 
 
Bahwa Terdakwa Rully Jufri S.E bersama 
Rudy, S.E., (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Awi (Daftar 
Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada bulan 
Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada 
tahun 2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. 
Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengambil barang 
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 
dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum, dilakukan 
dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa Rully Jufri
 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat  




3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
 
Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa 
Rully Jufri S.E, pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim 
untuk memutuskan sebagai berikut : 
 
1. Menyatakan terdakwa Rully Jufri S.E bersalah melakukan 
tindak pidana pembobolan dana nasabah Bank CIMB 
Niaga sebagaimana diatur dan diancam pasal 49 ayat (1) c 
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat 
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(1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan pertama; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana 
penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 
10.000.000.000,00 subsider 2 bulan kurungan dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. 
3. Menyatakan barang bukti berupa: 
 
1.  Uang tunai sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh 
juta rupiah), dititip kepada Arni Haerani, S.E. Karyawan 
Bank CIMB Niaga cabang Makassar sesuai 
berita acara penyimpanan  serah  terima  barang  
bukti  tanggal  19-01-2011 merujuk setoran pembukuan 
tanggal 19-01-2011 no. rekening 030 01 22609 13 0 
nama nasabah Sultan Iqbal; 
2.  1 (satu) unit komputer merek IBM Lenovo, yang terdiri  
 
1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah 
mouse, dan 1 (satu) buah keryboard, 1 (satu) unit 
komputer merek Acer yang terdiri dari 1 (satu) buah 
CPU, 1 (satu) 
 
buah  monitor, 1 (satu) buah  mouse, dan 1  (satu) 
buah keryboard dititip kepada Rony Stepan Sangadi, 
S.E. tanda terima tanggal 20-01-2011; 
3.  2  (dua)  keeping  piringan  DVD  merek  Max  Speed  
yang berisi rekaman CCTV Sdr. Rully pada saat 
membuka data nasabah, log inquiry oleh saudara Rudi 






4.  1 (satu) eksemplar rekening Koran dengan nomor 
rekening 300108101118  a.n.  H.  Ibrahiim  Bonro  S.H.,  
M.H.,  pada Bank CIMB Niaga; 
 
5.  Rekaman suara yang megatasnamakan H. Yoyop 
Sutarya dan rekaman suara yang mengatasnamakan 
Lily Herawaty; 
6.  Berita acara serah terima user id Rudy Guiwan; 
 
7.  Rekening Koran a.n. Lily Herawaty pada Bank CIMB  
      Niaga, 
 
8.  Surat  otomasi  monitoring  penanganan  keluhan  a.n.  
   Hj.Yoyop Sutarya, Surat otomasi montoring penanganan 
   keluhan a.n. Lily Herawaty 
 
9.  Surat permintaan konfirmasi   keabsahan  KTP 
     a.n.  Mahmuddin Yasin, Surat  Permintaan Konfirmasi 
     Keabsahan  KTP a.n.  Novita Sari, Surat Permintaan  
    Konfirmasi Keabsahan KTP a.n. Suryanto dan Surat  
    Keterangan Lurah Lamper Lor. Kec. Semarang Selatan,  
   Semarang.  Untuk dikembalikan  kepada  yang berhak 
   PT Bank CIMB Niaga Cab. Makassar. 
 
4. Menetapkan  agar  ia  terdakwa,  membayar  biaya  





4. Amar Putusan 
 
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas 
nama terdakwa Rully Jufri S.E bin Jufri  dalam amar  






1. Menyatakan  Terdakwa  Rully Jufri S.E bin Jufri  terbukti  
secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak 
pidana “pembobolan dana nasabah”; 
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  Rully Jufri S.E 
bin Jufri  dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 
dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar 
rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut 
tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 
selama 2 (dua) bulan kurungan; 
3. Menetapkan  bahwa  masa  penahanan  yang  dijalani  
        olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana  
          yang dijtuhkan; 
 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan 
 
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa: 
 
1.  Uang tunai sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh 
juta rupiah), dititip kepada Arni Haerani, S.E. Karyawan 
Bank CIMB Niaga cabang Makassar sesuai 
berita acara penyimpanan  serah  terima  barang  
bukti  tanggal  19-01-2011 merujuk setoran pembukuan 
tanggal 19-01-2011 no. rekening 030 01 22609 13 0 
nama nasabah Sultan Iqbal; 
2.  1 (satu) unit komputer merek IBM Lenovo, yang terdiri 
dar i  :  
 
1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah 
mouse, dan 1 (satu) buah keryboard, 1 (satu) unit 
komputer merek Acer yang terdiri dari 1 (satu) buah 
CPU, 1 (satu) buah  monitor, 1 (satu) buah  mouse, 
dan 1  (satu) buah keryboard dititip kepada Rony 
Stepan Sangadi, S.E. tanda terima tanggal 20-01-2011; 
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3.  2  (dua)  keeping  piringan  DVD  merek  Max  Speed  
yang berisi rekaman CCTV Sdr. Rully pada saat 
membuka data nasabah, log inquiry oleh saudara Rudi 
Guiwan pada Bank CIMB Niaga; 
 
4.  1 (satu) eksemplar rekening Koran dengan nomor 
rekening 
 
300108101118  a.n.  H.  Ibrahiim  Bonro  S.H.,  M.H.,  
pada Bank CIMB Niaga; 
 
5.  Rekaman suara yang megatasnamakan H. Yoyop 
Sutarya dan rekaman suara yang mengatasnamakan 
Lily Herawaty; 
6.  Berita acara serah terima user id Rudy Guiwan; 
 
7.  Rekening Koran a.n. Lily Herawaty pada Bank CIMB 
Niaga, 
 
8.  Surat  otomasi  monitoring  penanganan  keluhan  a.n.  
Hj.Yoyop Sutarya, Surat otomasi montoring penanganan 
keluhan a.n. Lily Herawaty. 
 
9.  Surat permintaan konfirmasi keabsahan KTP a.n. 
 
Mahmuddin Yasin, Surat Keabsahan KTP a.n.  
Novita Sari, Surat Permintaan Konfirmasi Keabsahan 
KTP a.n. Suryanto dan Surat Keterangan Lurah Lamper 
Lor. Kec. Semarang Selatan, Semarang.Untuk 
dikembalikan kepada yang berhak PT Bank CIMB 
Niaga Cab. Makassar; 
6. Membebankan  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  




Demikianlah yang diputuskan Hakim dalam rapat PermusyawaratanMajelis 





5.  Analisis Penulis 
 
Suatu perbuatan baru  dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 
apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari 
pasal atau  aturan  yang  mengatur  dimana   perbuatan  tersebut  
dinyatakan dilarang. Dalam hal adanya suatu dugaan tindak pidana, 
penegak hukum harus dapat menyidik untuk memperoleh kejelasan 
bahwa perbuat dilakukan  oleh  pelaku  benar  merupakan  suatu  
tindak  pidana.  Proses hukum lalu berlanjut  dengan upaya 
pembuktian  untuk   mengetahui peraturan apa saja yang telah 
dilanggar serta sejauh mana perbuatan pelaku  melanggar  perturan  
tersebut.  Pada  akhirnya,  setelah  melalui proses pembuktian, 
diputuskanlah tindakan hukum yang akan diterapkan kepada pelaku.
 
      Kasus yang Penulis uraikan di atas merupakan kasus pembobolan dana 
nasabah yang diduga dilakukan oleh RULLY S.E terhadap nasabah bank 
tempat ia bekerja, yaitu Bank CIMB Niaga pada tahun 2010 hingga 2011. 
Akibat perbuatan tersebut, nasabah Bank CIMB Niaga bernama H. Ibrahim 
Bonro mengalami kerugian  sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan 
puluh lima juta rupiah). Kekurangan dana nasabah tersebut lalu diganti 




Dimensi bentuk tindak pidana perbankan bisa berupa tindak kejahatan 
seorang atau badan hukum terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap 
bank lain, ataupun kejahatan bank terhadap peorangan atau badan hukum,  
sehingga bank dapat menjadi korban ataupun pelaku. Sedangkan dimensi 
ruang tindak pidana perbankan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, 
bisa melewati batas-batas teritorial suatu negara. Demikian pula dengan 
dimensi waktu. Tindak pidana perbankan bisa terjadi seketika itu juga, juga 
bisa berlangsung beberapa lama. Sementara itu, ruang lingkup terjadinya 
tindak pidana perbankan dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan 
dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan 
mencakup dengan lembaga keuangan lainnya. 
      Semakin banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin 
banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang 
atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum 
terhadap dunia perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul, juga 
akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup 
tindak pidana di bidang perbankan. Untuk itu akan dikelompokkan tindak 
pidana di bidang perbankan berdasarkan peraturan yang dilanggar, yaitu 
yang diatur umum dalam UU Perbankan. Meskipun terdapat juga pengaturan 
mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan di luar Undang-
Undang Perbankan, misalnya ketentuan dalam UU Tindak Pidana Korupsi 
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Dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, namun pembahasan ini hanya akan 
difokuskan pada ketentuan dalam UU Perbankan 
 
1. Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menurut Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 
Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang 
menjadikan bank sebagai sarana (Crime through the Bank) dan atau 
sasaran/obyek kejahatan (Crime against the Bank). Menurut Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, tindak pidana di 
bidang perbankan terdiri dari tiga belas (13) macam. Dari ketiga belas 
macam tindak pidana di bidang perbankan tersebut, dikelompokkan 
menjadi 5 kelompok utama, yaitu: 
 
a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan 
Tindak pidana di bidang perbankan yang tergolong dalam 
kelompok ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan 
perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang 
yang ingin mendirikan bank, tentunya harus memenuhi syarat-syarat 
atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Pihak yang 
mendirikan bank, tetapi bank tersebut didirikan tidak berdasarkan atas 
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syarat atau ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, pihak 
pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana 
di bidang perbankan kelompok ini. Bank yang telah didirikan tersebut 
dinamakan bank gelap. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 
disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak 
pidana yang berkaitan dengan perizinan, terdapat dalam Pasal 46, 
yang merumuskan: 
Pasal 46 
(1) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam 
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 
(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan 
terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka 
penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik 
terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan 
itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu 









b. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank 
Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat 
dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah 
kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, 
salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri dan 
keadaan keuangan nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan 
hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu 
bank, maka dia termasuk melakukan tindak pidana di bidang 
perbankan kelompok ini. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
Tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk 
ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, 




(1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari 
Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank 
atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan 
pidana penjara sekurangkurangnya 2 (dua) tahun dan paling 
lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 
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(2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak 
terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan 
yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan 
pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling 
lama 4 (empat) tahunj serta denda sekurang-kurangnya Rp 
4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 
8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
 
Pasal 47A 
Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang 
dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib 
dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 
44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 
(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda 
sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah). 
 
Terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, 
ada beberapa pengecualian sehingga pihak yang melakukan tindak 
pidana rahasia bank yang dikecualikan tersebut, tidak dipidana. 
Pengecualian tersebut adalah: 
i. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan perpajakan. 
Pada awalnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang- 
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, untuk kepentingan 
perpajakan, Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah 
tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan 
memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat menyurat mengenai 
keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak. Ketentuan 
tersebut telah mengalami perubahan seiring dengan diubahnya 
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ketentuan dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
Tentang Perbankan, ketentuan dalam Pasal 41 ayat 1 menjadi: 
Pasal 41 
(1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia 
atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan 
perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan 
memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai 
keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada 
pejabat pajak. 
 
Dengan demikian perubahan yang terjadi bahwa Pimpinan 
Bank Indonesia-lah yang dapat mengeluarkan keterangan mengenai 
hal-hal yang termasuk ke dalam rahasia bank. Sedangkan yang 
berhak untuk meminta pembukaan hal yang menyangkut rahasia bank 
dari seorang nasabah penyimpan, apabila berkaitan dengan 
kepentingan perpajakan saat ini hanya bisa dilakukan oleh Menteri 
Keuangan. Dalam kondisi ini maka Pimpinan Bank Indonesia atas 
permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah 
tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan 
memperhatikan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan 
keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. 
Dalam hal pembukaan rahasia bank tersebut, maka 
pembukaannya harus ada permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. 
Sedangkan mengenai keperluan untuk menjalankan ketentuan 
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peraturan perundang-undangang perpajakan lainnya, tidak diperlukan 
permintaan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan 
(2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, yang menjelaskan bahwa 
untuk kepentingan menjalankan peraturan perundang-undangan 
pajak, pihak pajak dapat langsung meminta keterangan atau bukti dari 
bank mengenai keadaan nasabahnya sepanjang mengenai 
perpajaknnya. 
ii. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan penyelesaian 
piutang Negara. 
Ketentuan mengenai pembukaan rahsaia bank untuk 
kepentingan penyelesaian piutang negara merupakan ketentuan yang 
baru. Pasal yang mengatur untuk itu, yaitu Pasal 41A menyatakan 
bahwa: 
Pasal 41A 
(1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan 
kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia 
Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan 
izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang 
Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh 
keterangan mengenai simpanan nasabah debitur. 
 
Izin untuk pembukaan rahasia dalam rangka penyelesaian 
piutang negara tersebut dapat diperoleh apabila dilakukan 
permohonan tertulis oleh Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang 
Negara serta Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Permintaan 
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tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan Badan Urusan Piutang 
dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, nama 
nasabah debitur yang bersangkutan, dan alas an diperlukannya 
keterangan. 
iii. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan peradilan. 
Pada awalnya menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 
42 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, untuk 
kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Menteri Keuangan dapat 
memberi izin, secara tertulis, kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk 
memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan 
tersangka/terdakwa pada bank. Selain izin dari Menteri Keuangan, 
juga harus ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia, Jaksa Agung, atau ketua Mahkamah Agung.  
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
Tentang Perbankan, ketentuan pasal tersebut berubah menjadi bahwa 
hanya Pimpinan Bank Indonesia saja yang dapat memberikan izin 
kepada Polisi, jaksa, atau hakim untuk mendapat keterangan tentang 
keuangan nasabah bank. Selain izin dari Pimpinan Bank Indonesia, 
juga harus ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia, Jaksa Agung, atau ketua Mahkamah Agung. 
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Sedangkan menyangkut perkara perdata antara bank dengan 
nasabahnya, informasi dan keterangan dapat diberikan tanpa izin dari 
Menteri Keuangan. Direksi bank yang bersangkutan dapat 
menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan 
nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang 
relevan dengan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 
 
iv. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan kegiatan 
perbankan. 
Pembukaan yang menyangkut data dari nasabah yang 
termasuk pula sebagai rahasia bank dalam hal untuk kelancaran 
kegaiatan bank, terbatas dalam hal tukar menukar informasi antar 
bank. Tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk 
memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain 
guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status 
dari suatu bank ke bank yang lain. Dengan demikian, bank dapat 
menilai tingkat risiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu 
transaksi dengan nasabah atau bank lain. Hal ini tercantum dalam 
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 




(1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi 
bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya 
kepada bank lain. 
Peraturan pelaksanaan dari ketentuan mengenai tukar menukar 
informasi mencakup pengaturan tata cara penyampaian dan 
permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang 
dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari kredit 
yang diterima nasabah, agunan, dan masuk tidaknya debitur yang 
bersangkutan dalam daftar kredit macet. Peraturan yang berlaku saat 
ini yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 
27/120/KEP/DIR Tentang Tata Cara Tukar Menukar Informasi Antar-
Bank, tanggal 25 Januari 1995. 
Permintaan informasi kepada bank lain diajukan secara tertulis 
oleh direksi bank yang memerlukan, dengan menyebutkan secara 
jelas tujuan penggunaan informasi yang diminta. Bank yang diminta 
informasinya oleh bank lainnya wajib memberikannya secara tertulis 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 
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Alasan lain untuk tukar menukar informasi ini adalah dalam 
rangka melakukan kerja sama atau transaksi dengan bank, maka 
keterangannya dapat diminta dari Bank Indonesia, yaitu mengenai 
keadaan dan status dari suatu bank. Informasi mengenai bank yang 
dapat diberikan oleh Bank Indonesia meliputi, nomor dan tanggal akta 
dan pendirian dan izin usaha, status/jenis usaha, tempat kedudukan, 
susunan pengurus, susuna pengurus, permodalan, neraca yang telah 
diumumkan, pengikutsertaan dalam kliring, jumlah kantornya. 
v. Pembukaan rahasia bank atas permintaan pemegang 
rekening. 
vi. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan ahli waris. 
vii. Pembukaan rahasia bank berkaitan dengan kewajiban bank 
memberikan laopran. 
Sebenarnya pengecualian pembukaan rahasia bank, selain 
empat pengecualian yang telah dijelaskan sebelumnya, ada satu (1) 
lagi yang dikecualikan, yaitu pembukaan rahasia bank, berkaitan 
dengan pelaksanaan kewajiban bank dalam hal pelaporan kepada 
pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini 
terdapat dalam Pasal 14 Undan-Undang Nomor 15 Tahun 2002 






Pelakanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan 
yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 
mengenai rahasia bank. 
 
c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan 
pembinaan bank 
Untuk menjaga kelangsungan hidup bank, maka setiap bank 
mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak 
yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, 
dalam hal ini Bank Indonesia dan/atau otoritas jasa keuangan. Hal 
tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola 
uang masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia 
perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank 
yang dituangkan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melakukan 
kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, maka telah melakukan 
tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini. 
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 
Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam 
jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat 





(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang 
dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib 
dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan 
ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan 
pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 
 
(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang 
lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 
ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) 
tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
 
d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank 
Sehubungan dengan semakin banyak dan bervaariasinya 
kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk 
menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana 
nasabahnya secara bertanggung jawab yang diwujudkan dalam 
bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung 
kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank 
Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. 
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 
Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam 
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jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat 
dalam Pasal 49 ayat (1). 
Pasal 49 
(1).Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang 
dengan sengaja: 
a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu 
dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam 
dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi 
atau rekening suatu bank; 
b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau 
menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam 
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam 
dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi 
atau rekening suatu bank; 
c. mengubah,mengaburkan,menyembunyikan, menghapus, 
atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam 
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam 
dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi 
atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja 
mengubah,mengaburkan,menghilangkan,menyembunyik
an atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam 
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda 
sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 
(dua ratus miliar rupiah). 
 
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), 
(2), dan (3), diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda 
sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 






Pasal 49 ayat (2) huruf a 
 
(2).Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang 
dengan sengaja : 
a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui 
untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, 
pelayanan, uang atau barang berharga, untuk 
keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan 
keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha 
mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang 
muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau 
dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank 
atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas 
dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam 
rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk 
melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas 
kreditnya pada bank; 
 
 
Penegak hukum salah dalam mencari dasar hukum untuk 
tindakan tindakan yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a ini. 
Para penegak hukum jika menemukan kasus yang memenuhi tindakan 
sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut 
tidak dengan ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 
ini, melainkan dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Praktek ini jelas 
salah karena sebagai Lex Spesialis, Pasal 49 ayat (2) huruf a UU 
Perbankan ini harusnya yang dipakai. Apalagi dalam Pasal 14 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana 
Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 




Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang 
secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap 
ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana 
korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 
ini. 
 
Sementara itu dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut tidak 
disebutkan bahwa tindak pidana yang terkandung di dalamnya 
merupakan tindak pidana korupsi. Artinya salah besar jika para 
penegak hokum menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi untuk 
menjerat tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (2) huruf 
a tersebut. 
e. Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau 
tindakan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak 
terafiliasi, dan pemegang saham bank 
Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan dana yang 
dititipkan nasabah, sudah sepatutnya para pihak tersebut menjaga 
amanat yang dititipkan kepada nasabah dengan penuh rasa tanggung 
jawab dan kehati-hatian. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan 
kepercayaan nasabah, para pihak tersebut dapat melakukannya 
dengan cara menaati semua peraturan perundang-undangan yang 




Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 
Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam 
jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat 
dalam Pasal: 
Pasal 49 ayat (2) huruf b 
b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan 
untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan 
dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, 
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 
(tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta 
denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah)." 
Pasal 50 
Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan 
langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan 
bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan 
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi 
bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 
(tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda 
sekurangkurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp 100.000.000. 000.00 (seratus miliar 
rupiah). 
Pasal 50A 
Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan 
Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau 
tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak 
melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-
undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana 
penjara sekurangkurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 
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(lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) 
 
Untuk Pasal 50A merupakan perwujudan dari prinsip Piercing 
Corporate Veil. Prinsip ini adalah pengecualian dari ketentuan yang 
terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
yang menyatakan bahwa pemegang saham Perseroan tidak 
bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas 
nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian 
Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Sehingga berdasarkan 
ketentuan Pasal 50A, maka suatu bank sebagai suatu korporasi dalam 
hal melakukan suatu tindak pidana di bidang perbankan atas dasar 
suruhan dari pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban 
pidana. 
Pengaturan mengenai perbankan merupakan bagian dari pelaksanaan 
pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana yang menjadi dasar 
pertimbangan UU Perbankan, sehingga setiap tindak pidana dalam bidang 
perbankan pada hakikatnya merupakan tindak pidana ekonomi. Berdasarkan 
Undang-Undang Darurat  No. 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi 
(UU Tindak Pidana Ekonomi), maka suatu korporasi dapat dipidanakan jika 
terbukti melakukan tindak pidana ekonomi, yang dalam konteks ini 
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merupakan tindak pidana perbankan. Pada Pasal 15 UU Tindak Pidana 
Ekonomi, jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama 
suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya 
atau suatu yayasan, baik terhadap mereka yang memberi perintah 
melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin 
dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya, maka 
akan dilakukan penuntutan pidana. 
2. Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Di Luar Undang-Undang Nomor  
10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 Tentang Perbankan. 
B. Penerapan Hukum Hakim dalam Putusan No. 
404/Pid.B/2011/PN.Mks. 
 Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 
404/Pid.B/2011/PN.Mks atas nama terdakwa Rully S.E dalam amar 
putusannya menerangkan sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa Rully Jufri Bin Jufri, S.E terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Pembobolan Nasabah Bank”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rully Jufri Bin Jufri, S.E 
dengan pidana penjara selama 6 (enam) thaun dan denda 
sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan 
ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibatyar, maka 




3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar terdakwa berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp 
40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dititip kepada Arni 
Haerani, S.E. Karyawan Bank CIMB Niaga cabang Makassar 
sesuai berita acara penyimpanan serah terima barang bukti 
tanggal 19-01-2011 merujuk setoran pembukuan tanggal 19-01-
2011 no. rekening 030 01 22609 13 0 nama nasabah Sultan 
Iqbal; 1 (satu) unit komputer merek IBM Lenovo, yang terdiri 
dari 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah 
mouse, dan 1 (satu) buah keryboard, 1 (satu) unit komputer 
merek Acer yang terdiri dari 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah 
monitor, 1 (satu) buah mouse, dan 1 (satu) buah keryboard 
dititip kepada Rony Stepan Sangadi, S.E. tanda terima tanggal 
20-01-2011; 2 (dua) keeping piringan DVD merek Max Speed 
yang berisi rekaman CCTV Sdr. Rully pada saat membuka data 
nasabah, log inquiry oleh saudara Rudi Guiwan pada Bank 
CIMB Niaga; 1 (satu) eksemplar rekening Koran dengan nomor 
rekening 300108101118 a.n. H. Ibrahiim Bonro S.H., M.H., pada 
Bank CIMB Niaga; Rekaman suara yang megatasnamakan H. 
Yoyop Sutarya dan rekaman suara yang mengatasnamakan Lily 
Herawaty; Berita acara serah terima user id Rudy Guiwan;  
Rekening Koran a.n. Lily Herawaty pada Bank CIMB Niaga, 
Surat otomasi monitoring penanganan keluhan a.n. Hj. Yoyop 
Sutarya, Surat otomasi montoring penanganan keluhan a.n. Lily 
Herawaty; Surat permintaan konfirmasi keabsahan KTP a.n. 
Mahmuddin Yasin, Surat Permintaan Konfirmasi Keabsahan 
KTP a.n. Novita Sari, Surat Permintaan Konfirmasi Keabsahan 
KTP a.n. Suryanto dan Surat Keterangan Lurah Lamper Lor. 
Kec. Semarang Selatan, Semarang. Untuk dikembalikan 
kepada yang berhak PT Bank CIMB Niaga Cab. Makassar; 
Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 
5000,- (lima ribu rupiah); Demikianlah yang diputuskan dalam 
rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011. 
 Menurut putusan di atas, hakim menyatakan terdakwa Rully S.E 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“pembobolan dana nasabah”. Putusan hakim yang memilih untuk 
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menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan pertama yang menggunakan UU 
Perbankan menurut Penulis adalah hal yang tepat. Menurut analisis penulis, 
pembobolan dana nasabah merupakan tindak pidana yang dilakukan dalam 
ruang lingkup perbankan, maka dari itu, UU Perbankan memiliki kekhususan 
yang lebih diandingkan Undang Undang ITE. Hal ini juga telah sesuai dengan 
asa Kekhususan Sistematis, sebab yang melakukan tindakan adalah pihak 
yang diatur dalam UU Perbankan, begitupun dengan jenis tindakannya. 
 Begitupula dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap 
terdakwa Rully S.E. Pada amar putusan, hakim menjatuhkan pidana penjara 
6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar 
rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan. Pidana yang dijatuhkan hakim 
tersebut merupakan pidana minimum (straf minimum) dari Pasal 49 ayat (1) 
huruf c Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Putusan tersebut 
didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim, termasuk dalam hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan 
adalah: 
 Perbuatan Terdakwa meresahkan nasabah Bank CIMB Niaga Cabang 
Makassar; 
 Hal-hal yang meringankan antara lain: 
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 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya 
 Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. 
 Menurut Penulis, terdakwa Rully S.E seharusnya dapat dijatuhi 
hukuman pidana diatas pidana minimal mengingat secara jelas hakim 
menyebutkan adanya alasan pemberat yaitu perbuatan terdakwa dianggap 
meresahkan nasabah Bank CIMB NIAGA, khususnya di Makassar. 
 Terkait kejahatan korporasi, perkara ini merupakan suatu kejahatan 
yang dilakukan oleh pegawai korporasi dan pegawai serta korporasi yang 
bertanggungjawab. Sebagaimana dapat dilihat bahwa Bank CIMB NIAGA 
telah mengganti semua uang milik nasabah yang telah dipindahbukukan. Hal 
ini membuat Bank CIMB Niaga menderita kerugian sebesar Rp. 472.425.000. 
Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa memang tidak berdasarkan suruhan 
pemegang saham juga tidak berdasarkan kebijakan yang diambil oleh Bank 
CIMB NIAGA, namun sebagai pegawai yang bekerja yang melakukan 
kejahatannya disebabkan adanya akses terhadap data-data nasabah, maka 
pihak Bank CIMB NIAGA tetap bertanggungjawab untuk mengganti semua 
uang yang hilang dari nasabahnya. 
 Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat digolongkan sebagai 
tindak pidana ekonomi yang jika terjadi dapat memberi dampak pada 
ekonomi masyarakat berupa terganggunya kepercayaan masyarakat 
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terhadap lembaga perbankan. Sebagai penyedia jasa keuangan yang 
berhubungan dengan masyarakat luas, lembaga perbankan telah menjadi 
salah satu badan yang vital bagi masyarakat. Adanya tindak pidana 
pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh internal bank akan 
menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. 
Rendahnya integritas pelaku dalam menjalankan pekerjaannya seharusnya 
bisa menjadi bagian pertimbangan hakim untuk memperberat hukuman 
terdakwa mengingat pada dasarnya terdakwa melakukan kejahatan dalam 















1. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perbankan dalam 
hal bank sebagai pelaku atau korban terjadi jika terdapat tindak pidana 
yang berkaitan dengan perizinan, rahasia bank, pengawasan dan 
pembinaan bank, usaha bank, sikap dan/atau tindakan yang dilakukan 
oleh pengurus, pegawai, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank, 
sebagai bagian dari jenis tindak pidana ekonomi.  
2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembobolan dana nasabah 
yang dilakukan oleh terdakwa Rully S.E pada perkara Putusan a quo 
telah tepat karena hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 49 ayat 
(1) huruf c UU Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pemilihan 
aturan mengingat tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan 
tindak pidana perbankan yang diatur secara khusus dalam UU 
Perbankan. Namun terkait sanksi, majelis hakim tidak memberikan 
hukuman maksimal yang diperbolehkan dalam ketentuan yang 






1. Diharapkan dalam penegakan kasus tindak pidana perbankan, aparat 
hukum dapat memprioritaskan penggunaan Undang Undang 
Perbankan dengan berlandaskan pada asas Kekhususan yang 
Sistematis. 
2. Tindak pidana dalam ruang lingkup perbankan telah mengalami 
perkembangan yang pesat dengan adanya electronic banking atau 
internet banking. Maka dari itu, perlu dibuat undang undang tindak 
pidana khusus perbankan untuk memudahkan penegak hukum dalam 
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